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Pemerintah memperluas cakupan pemberian insentif dan kemudahan berusaha, tak hanya kepada industri 
padat karya, tapi juga peningkatan pelayanan terhadap warga yang hendak mengurus sertifikat tanah.

Melalui Paket Kebijakan Tahap VII yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin 
Nasution Jumat (4/12) pekan lalu di Istana Kepresidenan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen kuat 
untuk mendorong kegiatan berusaha seluruh lapisan industri nasional, baik industri padat karya yang 
memiliki ribuan karyawan maupun kalangan individu seperti pedagang kaki lima yang ingin 
mengembangkan usahanya.

“Kita harapkan seluruh sektor ini bisa bergerak lebih cepat,” kata Darmin.

Percepatan Proses Sertifikasi Tanah

Pemerintah perlu mempercepat proses dengan memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengurus 
sertifikat tanahnya. Dengan demikian masyarakat akan memperoleh kepastian hak atas tanah. Untuk itu, 
pemerintah juga akan memperbanyak jumlah Juru Ukur bersertifikat, terutama dari unsur non-PNS.

Selama ini proses percepatan sertifikasi tanah masih terhambat karena terbatasnya jumlah petugas ukur yang 
hanya berjumlah 4.349 orang. Mereka terdiri dari PNS sebanyak 2.159 orang (efektif bekerja hanya 1.727 
orang) dan Petugas Ukur Berlisensi sebanyak 2.190 orang.

Padahal jumlah bidang tanah di Indonesia, di luar kawasan hutan, keseluruhannya berjumlah 90.663.503 
bidang. Dari angka tersebut, tanah yang telah bersertifikat hanya berjumlah 35.789.766 bidang (40%) 
sedangkan yang belum bersertifikat berjumlah 54.832.737 bidang (60%).

Terbatasnya tanah yang bersertifikat ini pada gilirannya menghambat akses pembiayaan masyarakat untuk 
mengembangkan usahanya, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena itu pemerintah melalui 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang melakukan inovasi pelayanan untuk mempercepat proses sertifikasi 
tanah, yaitu:

Pelayanan Sabtu-Minggu (termasuk di Area Car Free Day), pelayanan malam hari di area Car Free Night 
Bandung dan Pasar Tradisional di Pandeglang; Membuka outlet pelayanan untuk mendekatkan Tempat 
Pelayanan Pertanahan dengan Pemukiman Masyarakat (sudah mulai di Kabupaten Bandung dan Kabupaten 



Semarang); Melaksanakan Pelayanan “Desa On-Line” di Provinsi NTB, Kabupaten Bangka Tengah dan 
Kota Batam, dengan menggunakan fasilitas/ketersediaan internet; Memberikan kelonggaran biaya (Rp. 0,-) 
bagi pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan Kementerian Sosial.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat jangka waktu pengumuman untuk pendaftaran tanah, yang semula 
butuh waktu 60 hari untuk pendaftaran tanah secara periodik dan 30 hari untuk pendataran tanah secara 
sistematik, menjadi 14 hari kerja.

Layanan lain adalah mengubah pendaftaran tanah dari cara manual ke sistem elektronik, sehingga total 
waktu untuk proses sertifikat tanah menjadi 30 hari kerja (1 hari untuk pemeriksaan pemohonan, 10 hari 
untuk pengecekan dan pengukuran tanah, 3 hari untuk pengolahan data fisik dan yuridis, 14 hari 
pengumuman, dan 2 hari untuk penandatanganan dan penyerahan sertifikat tanah).

Terakhir, pemerintah juga memberikan hak komunal bagi masyarakat adat, serta masyarakat yang tinggal 
dan hidup di kawasan perkebunan/hutan.

Insentif Pajak Bagi Industri Padat Karya

Pemerintah memberi perhatian khusus kepada industri padat karya agar tetap bisa berproduksi dengan 
meringankan beban pajak untuk sementara waktu.

Dua kebijakan yang dikeluarkan adalah pertama, menerbitkan Peraturan Pemerintah yang memberi 
Keringanan Pajak Penghasilan (PPh 21) bagi pegawai yang bekerja pada industri padat karya selama jangka 
waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang.

Kedua, memindahkan bidang usaha pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015, yang 
meliputi Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari , Industri Sepatu Olahraga, dan Industri Sepatu 
Teknik Lapangan/ Keperluan Industri menjadi bagian dari Lampiran I. Dengan perubahan ini maka ketiga 
industri tersebut dapat memperoleh fasilitas pajak di seluruh propinsi tanpa pengecualian.

Selain itu juga menambah bidang usaha pada Lampiran I  dengan tambahan Industri Pakaian Jadi dari 
Tekstil (Garmen) dan Industri Pakaian Jadi dari Kulit.

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan keringan pajak (PPh 21) adalah WP badan yang 
melakukan pembukuan, menggunakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit  5,000 orang, menyampaikan 
daftar pegawai yang akan diberikan keringanan PPh 21, dan hasil produksi yang diekspor minimal 50% 
(berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya).

Keringanan ini diberikan untuk lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 50 juta.

Sedangkan pengaturan persyaratan jumlah tenaga kerja dan lokasi bagi industri alas kaki dan industri tekstil 
yang berkaitan dengan fasilitas Tax Allowance akan ditampung dalam  perubahan Peraturan Menteri 
Perindustrian.



Industri yang memenuhi persyaratan penerima tax allowance akan mendapatkan beberapa fasilitas antara 
lain pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap 
berwujud, termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun 
masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara 
komersial; penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak 
berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal baru dan/atau perluasan usaha; pengenaan pajak 
penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di 
Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tariff yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran 
pajak berganda; dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 
(sepuluh) tahun.

 

Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Email: humas.ekon@gmail.com
Twitter: @perekonomianRI
Website : www.ekon.go.id


